SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a.bahwa untuk memberikan pedoman penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa

Tahun 2016;
Mengingat . 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



4.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Trasmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 49);

14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 58);

15. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor
59);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2016.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Demak.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
di Daerah.

.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan
keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan
Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan Permusyawaratan Desa, dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa.



15.

16.

17.

18.

19.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJMDesa adalah perencanaan yang
memuat Arah kebijakan keuangan desa, strategis
pembangunan Desa dan program perencanaan
Pembangunan selama lima tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang memuat
kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan desa,
Rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengahn mengacu pada
Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seliuruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank
yang ditetapkan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang
selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Desa Desa
selama satu periode anggaran.

BAB 11
PRINSIP PENGGUNAAN DANA

Pasal 2

(1)Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
trasnsparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan
kepentingan masyarakat setempat.

(2)Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-

prinsip:

a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan
seluruh warga desa tanpa membeda bedakan;

b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan
Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian
besar masyarakat Desa; dan

c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan
kenyataan karakteristik geografis, sosiologis,
antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khasserta
perubahan atau perkembangan kemajuan desa.



Pasal 3

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 4

(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja
desa vyang disepakati dan diputuskan melalui
Musyawarah Desa.

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan
APBDesa.

(3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten, untuk selanjutnya ditransfer ke
Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 6

(1) Pengelolaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Pengelolaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan
keuangan Desa.

BAB Il
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,

prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa,
meliputi:

a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk
penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan
permukiman termasuk didalamnya Pembangunan
sarana dan prasarana Desa;



b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana kesehatan masyarakat, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan, sosial dan kebudayaan, termasuk
didalamnya pemenuhan kebutuhan dasar.

c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi
pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
produksi dan distribusi, termasuk didalamnya
Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan/atau

d. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana
energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan
hidup, termasuk didalamnya pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan Kkegiatan
pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa,
dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan
tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal,
mengutamakan kegiatan pembangunan melalui
penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan
kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa,;

b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan
sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar
baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk
mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat
Desa; dan

c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak
pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa,
termasuk prakarsa Desa dalam membuka Ilapangan
kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui
pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).



BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan
meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa
dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan,
serta perluasan skala ekonomi individu warga atau
kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan,
pengembangan atau bantuan alat-alat produksi,
permodalan, dan peningkatan Kkapasitas melalui
pelatihan dan pemagangan;

b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan
oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh
kelompok dana atau lembaga ekonomi masyarakat Desa
lainnya;

c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan
kegiatan ketahanan pangan Desa;

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan
paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa,
termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas
ruang belajar masyarakat di Desa (community centre);

e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta
gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan
kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan
ketersediaan atau keberfungsian tenaga
medis/swamedikasi di Desa;

f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai
desa dan hutan/pantai kemasyarakatan,;

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk
energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
dan/atau bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi
lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan
telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.



Pasal 10

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan
mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi
desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa,
yaitu:

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal,
mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau
usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi
terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat
baik dari proses produksi sampai pemasaran produk,
serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan
masyarakat desa;

b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan
masyarakat yang Dbertujuan untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi
sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan
atau akses modal/fasilitas keuangan;

c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan
menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital
rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri
atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu
mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau
manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 11

(1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat
kemajuan desa untuk penyusunan prioritas
penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus
menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang
ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang
data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada seluruh Desa, bersamaan dengan penjelasan
tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi Dana
Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan
Musyawarah Desa perencanaan.



BAB V
PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 12

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara

berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat
kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 13

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar
adalah sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus) dari
Dana Desa Kabupaten, dibagi rata setiap Desa.

Pasal 14

Rincian Dana Desa setiap Desa yang dihitung
memperhatikan, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10 %
(sepuluh per seratus) setiap Desa dihitung dengan bobot
sebagai berikut :

W = (0,25 X Z1) + (0,35 X Z2) + (0,10 X Z3) + (0,30 X Z4)

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, Angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa setiap terhadap
total penduduk miskin Desa Kabupaten Kota yang
bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah

desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
Kabupaten/Kota yang bersanglkutan.

Pasal 15

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 16

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari Rekening Keuangan Umum
Daerah ke Rekening Keuangan Desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan
oleh Bupati.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap |
dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
Peraturan Desa mengenai APBDesa dan RPJMDes
kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD setiap tahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di
RKUD.

Penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara bertahap pada tahun anggaran berjalan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap | sebesar 40 % (empat puluh per seratus)

b. Tahap Il sebesar 40 % (empat puluh per seratus)

c. Tahap Il sebesar 20 % (dua puluh per seratus)

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Desa yang belum menyerahkan kelengkapan berkas
maka dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan
pencairan.

Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30 %
(tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran
sebelumnya, Bupati memberikan sanksi kepada Desa
yang bersangkutan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
penundaan penyaluran Dana Desa Tahap | tahun
anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.

Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih
terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh
per seratus) Bupati memberikan sanksi administratif
kepada Desa yang bersangkutan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya
sebesar SiLPA Dana Desa Tahun berjalan.



BAB VI
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan Dana Desa.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan  realisasi
penggunaan Dana Desa setiap semester kepada Bupati
melalui Camat dengan tembusan kepada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Semester |, paling lambat minggu keempat bulan Juli
tahun anggaran berjalan; dan

b. Semester Il, paling lambat minggu keempat bulan
Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester |
menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD
ke RKD Tahap Il tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester Il
menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD
ke RKD Tahap | tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20
Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun
2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah KabupatenDemak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 1 Maret 2016
WAKIL BUPATI DEMAK,
ttd

HARWANTO

Diundangkan Di Demak
pada tanggal 2 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 6

SESUAI ASLINYA
MENGETAHUI :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

ttd
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001




